
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak
milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan
tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) =
Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on
the decision of Bandung state administrative court number
13/G/2017/PTUN.BDG)
Rizki Fadli Robi, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476624&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai

dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran

tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan

sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari

gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini

menemukan sengketa tumpang tindih overlapping bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan

bekas tanah KINAG. Sengketa semacam ini sering terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak

permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

327/B/2017/PT.TUN.JKT dalam memutus kasus tumpang tindih overlapping belum sepenuhnya konsisten.

Selain itu terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang telah dibatalkan dalam putusan tersebut tidak

memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena perolehan tanahnya tidak dengan itikad

baik. Sedangkan dipihak pemilik tanah bekas tanah KINAG yang memperoleh dan menguasai tanah dengan

itikad baik, memperoleh perlindungan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah mereka setelah

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

<hr /><i>Land reform that begins with the enactment of Law No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations

on Agrarian Principles should be implemented consistently in accordance with the goals and interests of the

people and the state. Such reforms include the implementation of land registration, which aims to obtain a

land title certificate. In practice, ownership of a land titling certificate that is valid as a strong evidentiary

instrument is not always free from claims from other parties who reject the ownership of the certificate. The

author in this study has found the case of overlapping Freehold Title with ex KINAG land. Such disputes

often occur in the community, raises many problems. To find out and learn about the problem, the author

has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done

by examining library materials or secondary data.

Based on this study, the author has concluded that the Decision of Bandung State Administrative Court

Number 13 G 2017 PTUN.BDG jo Decision of the State Administrative High Court of Jakarta Number 327

B 2017 PT.TUN.JKT in deciding overlapping cases has not been fully consistent. Furthermore, the party
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who has the certificate that has been canceled in the decision does not get the legal protection as it should

because the acquisition of the land is not in good faith. In the case of former landowners of KINAG land

acquiring and controlling the land in good faith, obtaining legal protection by the issuance of a certificate of

title to their land after fulfilling the provisions set out in law.</i>


